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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat dikatakan 

implementasi Aplikasi Jakevo pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di 

Kelurahan Sumur Batu belum optimal yang dapat dilihat dari beberapa 

indikator yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. 

Berikut beberapa kesimpulan, diantaranya: 

1. Komunikasi 

Komunikasi yang dilakukan oleh PTSP Kelurahan Sumur Batu belum 

berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan meskipun PTSP Kelurahan 

Sumur Batu telah melakukan sosialisasi dan koordinasi, namun kegiatan-

kegiatan tersebut masih belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari 

banyaknya masyarakat yang belum dan/atau bahkan tidak mendapatkan 

pengetahuan yang cukup terkait pelayanan perizinan melalui Aplikasi 

Jakevo. Selain itu, kurangnya juga koordinasi di internal PTSP terkait 

pelaksanaan sosialisasi tentang Jakevo kepada masyarakat. 

 

2. Sumber Daya 

Sumber daya yang dimiliki oleh PTSP Kelurahan Sumur Batu masih 

belum optimal dalam menunjang pelaksanaan pelayanan perizinan melalui 

Aplikasi Jakevo. Hal ini dapat dilihat dalam dimensi fasilitas masih 

memiliki permasalahan yaitu jaringan internet yang tidak stabil. Selain itu, 

tidak meratanya penyebaran informasi mengenai Aplikasi Jakevo kepada 

masyarakat. 

 

3. Disposisi 

Aspek disposisi dalam pelaksanaan Aplikasi Jakevo di PTSP Kelurahan 

Sumur Batu sudah optimal. Hal ini dapat dilihat dari sikap dan komitmen 
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PTSP Kelurahan Sumur Batu dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, khususnya dalam pelayanan perizinan melalui Aplikasi Jakevo. 

 

4. Struktur Birokrasi 

Aspek struktur birokrasi dalam pelaksanaan Aplikasi Jakevo di PTSP 

Kelurahan Sumur Batu masih belum optimal. Hal ini dikarenakan PTSP 

Kelurahan Sumur Batu tidak memiliki SOP khusus terkait implementasi 

Aplikasi Jakevo. Dengan tidak adanya pedoman dan landasan hukum yang 

jelas maka implementasi Aplikasi Jakevo di PTSP Kelurahan Sumur Batu 

dapat berjalan tidak baik. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan di atas, dengan ini peneliti 

memberikan saran untuk meningkatkan implementasi Aplikasi Jakevo di PTSP 

Kelurahan Sumur Batu, yaitu sebagai berikut: 

1. Komunikasi 

a. Mengadakan kegiatan sosialisasi khusus membahas terkait pelayanan 

perizinan melalui Aplikasi Jakevo kepada masyarakat; 

b. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh stakeholders yang terlibat, 

terutama koordinasi dan komunikasi di internal PTSP. 

2. Sumber Daya 

a. Mempertahankan kualitas sumber daya manusia yang sudah baik 

dimiliki oleh PTSP Kelurahan Sumur Batu; 

b. Melakukan penambahan jaringan internet khusus milik PTSP Kelurahan 

Sumur Batu sehingga dapat meminimalisir jumlah pengguna jaringan. 

Selain itu, dapat juga dengan meningkatkan kecepatan jaringan internet 

yang dimiliki oleh Kelurahan Sumur Batu dengan kecepatan jaringan 

yaitu lebih dari 30 Mbps; 
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c. Meningkatan penyebaran informasi terkait Aplikasi Jakevo kepada 

masyarakat, baik secara langsung melalui sosialisasi ataupun dengan 

memanfaatkan berbagai media informasi yang tersedia. 

3. Disposisi 

Mempertahankan sikap dan komitmen yang baik dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam pelayanan perizinan melalui 

Aplikasi Jakevo. 

4. Struktur Birokrasi 

a. Menyusun standar operasional prosedur khusus untuk pelayanan 

perizinan melalui Aplikasi Jakevo; 

b. Mempertahankan fragmentasi yang sudah berjalan dengan baik. 

Dengan menerapkan saran-saran tersebut maka diharapkan dapat 

meningkatkan implementasi Aplikasi Jakevo di PTSP Kelurahan Sumur Batu 

baik dari indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, maupun struktur 

birokrasi. 
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